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SALINAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 130/Kep.245-Pem/2020 

TENTANG 

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 
 

WALI KOTA BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana 

dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim 

Penyusun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2019;    

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil 

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551; 

2. Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

7. Peraturan ... 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08); 

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1376 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 026 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 

2019 Nomor 26); 

 

 

MEMUTUSKAN: ... 
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       MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2019. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. membuat program kerja, menghimpun data dan 

mengevaluasi data/informasi Perangkat Daerah 

sebagai bahan penyusun Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019; 

b. melaksanakan koordinasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Tahun 2019 dan menindaklanjuti inventarisasi 

hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

c. melaksanakan penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Tahun 2019 dan penyusunan indikator kinerja 

kunci beserta bukti pendukungnya; dan 

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung Tahun 2019 secara berkala dan/atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali 

Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota 

Bandung. 

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan 

KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Wali Kota ini. 

KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEDUA, apabila dipandang perlu Ketua 

Tim dapat membentuk Tim Teknis dan/atau Tim Kecil. 

KELIMA ... 
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KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bandung. 

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 6 April 2020 

WALI KOTA BANDUNG, 

                                        TTD.     

                                                               ODED MOHAMAD DANIAL 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 

 
 

H. BAMBANG SUHARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19650715 198603 1 027 
 

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 

1. Gubernur Jawa Barat; 
2. Wakil Wali Kota Bandung; 
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung; 
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung; 
6. Inspektur Kota Bandung; 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung; 
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 

11. Para Camat se-Kota Bandung; 
12. Para Lurah se-Kota Bandung. 
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